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ABSTRAK 
Nama :  Suriansyah B 
Nim :  60900112078 
Jurusan :  Sistem Informasi 
Judul  : Perancangan Sistem Admnistrasi Elektronik Pada 
Tindak Pidana Khusus Kejasaan Tinggi Provinsi Sulawsi 
Selatan 
Pembimbing I :  Faisal Akib S.Kom., M.Kom. 
Pembimbing II :  Faisal S.T., M.T. 
 
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang di tuntut untuk 
lebih berperan dalam menegakkan hukum . Di kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi 
Selatan Pada Bagian Tindak Pidana Khusus terdapat suatu kegiatan untuk 
melakukan proses penanganan perkara, penyelidikan, penyidikan , dan penuntutan 
atas kejahatan atau pelanggaran Undang-Undang RI. Berdasarkan hal ini maka 
peneliti berinisiatif untuk merancang sistem administrasi Elektronik untuk lebih 
mempermudah dan lebih cepat dalam penanganan setiap perkara. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi 
design and creation sedang metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, studi literatur, wawancara. Adapun metode perancangannya 
menggunakan Data Flow Diagram (DFD).analisis sistem yang diusulkan. Sistem 
ini mencakup beberapa konten yaitu login, beranda, Penyidik, Prapenuntutan, 
penuntutan.. 
 
.  
 
 
Kata Kunci : Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 
Adminstrasi Elektronik, Dekstop 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang 
penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan 
penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 
 Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. 
Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam 
hukum perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam 
perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebagai jaksa pengacara Negara. Jaksa 
sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum 
serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-
undang. 
 Di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan terdapat dua jenis perkara 
yang di tangani yaitu perkara di bagian pidana umum dan perkara di bagian pidana 
khusus. Hukum pidana khusus adalah merupakan hukum pidana tertentu saja 
misalnya tindak pidana fisikal. Contoh kasus pidana khusus, antara lain : tindak 
pidana narkotika, korupsi dan pencucian uang. Sedangkan hukum pidana umum 
adalah hukum pidana yang dibentuk melanggar larangan hukum pidana diseluruh 
wilayah hukum Negara. Sebagai contoh kasus pidana umum antara lain kekerasan 
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akibat perkelahian atau penganiayaan, kejahatan kesusilaan, pembunuhan, 
pencurian, penipuan.(kejati-sulsel.go.id,2016) 
 Terkait dengan tugas utama Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 
tidak terlepas dari penanganan berkas perkara untuk segera dilakukan penuntutan. 
Pada saat ini di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, penanganan berkas perkara 
dilakukan belum efektif  karena yang seharusnya bisa di lakukan lebih cepat mesti 
terkendala dengan proses yang lebih lama. Penanganan berkas perkara dimulai dari 
diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidik (SPDP) dari penyidik oleh 
bagian sekretariat hanya diregistrasi pada buku besar, setelah itu SPDP diserahkan 
kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) guna penunjukan jaksa. 
Setelah penunjukan jaksa SPDP diberikan ke bagian Prapenuntutan (Pratut), di 
bagian pratut dibuatkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16) 
dengan mengunakan aplikasi lembar kerja Microsoft word dan begitu seterusnya 
sampai dokumen itu masuk ke tahap II (tahap penuntutan). 
 Adapun permasalahan yang terjadi pada tahap prapenuntutan dan tahap 
penuntutan antara lain, pada tahap pra penuntutan, setiap harinya terdapat 10 
(sepuluh) hingga 20 (duapuluh) perkara atau SPDP yang masuk. Dan apabila 
pegawai melakukan pencarian berkas perkara masih harus mencarinya dengan 
menyorting satu persatu surat yang telah diarsipkan. Hal ini membutuhkan waktu 
yang lama karena belum terdapat database yang memuat berkas perkara secara 
softcopy. Di bagian jaksa penuntut umum, biasanya jaksa bisa mengulur waktu 
untuk segera melengkapi dokumen perkara (P-21) dan karena banyaknya kasus 
yang di tanganinya, sehingga penanganan kasus menjadi samakin lama. Masalah 
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ini yang menjadi latar belakang pertama. Allah swt berfirman dalam QS al-
Insyiraah/94:5:6 
Terjemahnya:  
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Kementerian Agama RI,2010). 
 
Dalam bahasa Arab kata 'yusra' yang artinya mudah (tanpa alif laam) 
maknanya kemudahan yang tiada terhingga, sementara kata 'al-usri' yang artinya 
sulit (dengan alif laam) menunjukkan kesulitannya spesifik ke satu objek, dan 
kata ini diulang sampai dua kali, yang dapat diambil makna bahwa Allah swt 
ingin memberi penekanan atau penegasan tentang janjinya ini, bahwa setiap ada 
kesulitan Allah swt memberikan kemudahan setelahnya, dan kemudahan yang 
tiada terhingga. (Shihab, 2009). 
  Selanjutnya yang menjadi latar belakang kedua adalah belum adanya 
manajemen waktu/ (scheduling) yang baik dalam penanganan setiap perkara. Hal 
ini sering menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan. Oleh karena itu dibuatnya sistem administrasi elektronik agar mampu 
mempermudah pengelolaan setiap di gulirnya perkara di bagian pidana khusus 
kejaksaan tinggi Sulawesi selatan .Dan ini menjadi latar belakang kedua terkait 
dengan masalah waktu dalam QS al-Ashr/103:1:3 sebagai berikut ini.  
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Terjemahnya: 
(Demi masa) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat 
menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran (Kementerian Agama RI,2010). 
 
Kata ‘Ashr’ di ayat bisa juga diartikan waktu ‘Ashr atau shalat Ashar.  Allah 
Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah dengan masa yang mencakup malam dan siang 
yang merupakan tempat terjadinya perbuatan hamba dan amal mereka, bahwa 
setiap manusia akan rugi, yakni tidak beruntung sebagaimana diterangkan dalam 
ayat selanjutnya. Kerugian ada beberapa macam, ada kerugian yang mutlak dan ada 
kerugian yang hanya sebagiannya saja. Kerugian yang mutlak adalah kerugian di 
dunia dan akhirat, di dunia mendapatkan kesengsaraan, kebingungan dan tidak 
mendapatkan petunjuk, sedangkan di akhirat mendapatkan neraka jahannam. Allah 
Subhaanahu wa Ta'aala meratakan kerugian kepada semua manusia kecuali orang 
yang memiliki empat sifat; iman, amal saleh, saling menasihati untuk kebenaran 
dan saling menasihati untuk kesabaran. (Shihab,2009). 
Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memang benar-benar berada 
dalam  kerugian apabila tidak memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah 
swt  secara optimal untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Hanya individu-
individu yang beriman dan kemudian mengamalkannyalah yang tidak termasuk 
orang yang merugi. 
 Selama ini Kasipidsus tidak dapat melakukan pemantauan secara langsung 
penanganan perkara yang di tangani oleh masing-masing jaksa. Karena itu bagian 
tindak pidana umum membutuhkan pengolahan data (database) yang dapat 
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membuat sistem sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di 
kejaksaan  Tinggi Sulawesi Selatan, dan dapat terintegrasi di bagian sekretariat, 
pratut, kasipidsus dan jaksa. Di bagian jaksa akan diberikan sistem notifikasi atau 
pemberitahuan untuk dapat mengingatkan batas waktu P-18 dan  P-19 sudah 
mendekati 14 hari agar segera dikonfirmasi dengan penyidik. 
 Pada tahap penuntutan, permasalahan yang terjadi sama dengan bagian pra 
penuntutan, sehingga itu perlu juga di buat sistem yang terintegrasi dari bagian pra 
penuntutan sampai dengan bagian barang bukti. Sistem ini diharapkan dapat 
memudahkan pejabat Kasipidsus untuk memantau  (monitoring) sebuah dokumen, 
sehingga dapat diketahui status perkara misalnya : lama perkara, jaksa yang 
menangani, status terakhir dari perkara tersebut. Sistem ini juga diharapkan  dapat 
mengarsipkan berkas-berkas perkara yang ada pada bagian pidana Khusus. Dan 
dapat menghasilkan laporan terkait dengan : jumlah perkara yang masuk, jenis 
perkara yang ada di wilayah provensi Sulawesi Selatan dan kinerja jaksa.  
 Dengan melihat permasalahan diatas penulis menilai ini yang mendasari 
sehingga munculnya latar belakang yang ketiga mengingat perkembangan 
teknologi informasi semakin berkembang di mana hampir disegala bidang 
pekerjaan membutuhkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Selain itu kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat 
dan akurat. 
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 merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang serba cepat seperti saat ini. 
Allah swt berfirman dalam QS al-Hujarat/49:6. 
 
Terjemahnya: 
Wahai orang – orang yang beriman! Jika datang kepadamu seorang fasik 
membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, 
supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak 
diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan 
kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan (Kementerian Agama 
RI,2010). 
 
Dalam pandangan Islam ayat ini memberikan penjelasan bagi umat manusia 
untuk selalu tabayun dalam segala berita yang disampaikan oleh kaum muslimin 
maupun non muslim. Kemudian ayat ini menyuruh kepada ummat manusia agar 
berhati-hati dalam menerima dan memberikan informasi, supaya tidak ada pihak 
atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita 
yang belum pasti kebenarannya sehingga menyebabkan penyesalan yang terjadi. 
(Shihab,2009). 
Melihat kondisi Latar belakang Pertama, Kedua, dan Ketiga untuk itu 
dibutuhkannya sistem adminstrasi agar dalam penanganan setiap perkara tidak 
memakan waktu yang terlalu lama dan kasipidsus dapat memanejemen perkara 
yang ada di pidana khusus pada kejaksaan tinggi Sulawesi selatan. Dengan begitu 
penulis berinisiatif untuk membangun “Perancangan Sistem Adminstrasi 
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Elektronik Pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi 
Selatan”. 
B. Rumusan Masalah 
    Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahannya sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat sistem informasi adminitrasi elektronik penanganan 
perkara di bagian pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ? 
b. Bagaimana membuat sistem pengarsipan berkas penanganan perkara di 
pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 
fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai 
berikut: 
a. Aplikasi Sistem Administrasi Elektronik ini nantinya akan 
digunakan oleh Sekretariat, Penyidik, Kasipidsus, Pratut, dan Jaksa 
b. Aplikasi ini hanya digunakan di bagian Tindak Pidana Khusus. 
c. Sistem ini tidak membahas Tahap III Upaya Hukum dan Eksekusi 
(Uheksi) 
d. Aplikasi ini akan berbasis desktop 
e. Notifikasi Jaksa hanya lewat sistem (user jaksa) 
2. Deskripsi Fokus 
8 
 
Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 
menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan 
penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. 
Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah: 
a. Perancangan Sistem ini yaitu tahap perancangan (design) untuk 
mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah 
seperti penanganan pembuatan laporan, pemantauan kinerja jaksa, 
dan pengarsipan data. 
b. Administrasi Elektronik sebagai media yang digunakan Penulis 
untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi kejaksaan tinggi 
Sulawesi selatan terutama di bagian tindak pidana khusus . 
c. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari kejaksaan yang 
menangani Tindak Pidana Khusus Seperti ; korupsi,suap menyogok 
d. Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibukota Provinsi dengan 
daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan 
(Kejaksaan.go.id,2016). 
e. Notifikasi jaksa yang melalui user jaksa bertujuan untuk memberikan 
informasi kepada jaksa tentang adanya perkara baru. 
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 
Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang 
sudah  dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut sebagai 
berikut: 
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pertama, penelitian yang di lakukan oleh Junaidi (2015), yang berjudul 
“Implementasi Elektronik Government Untuk Penyelenggaraan Pelayanan 
Administrasi Kependudukan”. Aplikasi ini diterapkan pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil yang ada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kabupaten 
Serdang Bedagai.Yang di mana penggunaan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK). Melakukan proses penghimpunan data-data kependudukan 
ke dalam suatu sistem komputer yang terintegrasi dalam suatu database 
kependudukan. Setiap biodata penduduk yang diinput kedalam SIAK akan di 
proses, dan SIAK akan menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang 
bersifat unik dan tunggal bagi setiap orang. 
Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan yang di mana sama-sama 
memproses data inputan dari admin dan di simpan ke dalam database untuk di 
tindak lanjuti. Namun masalah yang di hadapi berbeda yang di mana penelitian 
sebelumnya  membahas tentang data kependudukan. Sedangkan penelitian yang 
akan diteliti membahas tentang proses penanganan kasus atau perkara yang ada 
pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 
Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Mayowan (2013), yang berjudul             
“ Sistem Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Aplikasi IT Dalam Menunjang 
Kinerja Pemerintahan Desa”. Penelitian ini bertujuan untuk menangani 
permasalahan yang terjadi saat pelayanan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa 
Timur Kota Kediri kabupaten Lamongan. 
Persamaan penelitian yang  di lakukan oleh Mayoman dengan penulis adalah 
sama-sama memaparkan tentang pelayanan administrasi elektronik. Namun 
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berbeda dalam hal lokasi penelitian, penulis meneliti di instansi Kejaksaan yang 
dimana setiap adanya laporan tindak pidana maka kasus tersebut akan di proses 
sebagai mana prosedur yang di tetapkan di Kejati, sedangkan penelitian yang di 
lakukan oleh Yuniadi Mayoman yaitu tentang pelayanan administrasi terhadap 
masyarakat. Dimana data yang di proses yaitu tentang laporan data-data dari setiap 
desa yang ada di Kabupaten Lamongan . 
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2014), yang berjudul         
“ Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik 
(Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang) ”. Penelitan ini 
bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pengaduan masyarakat di Kota Malang 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi. 
Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Prasetya dengan penulis adalah 
sama-sama memiliki tujuan untuk memaparkan pengelolaan pengaduan publik. 
Yang membedakan kedua penelitian ini adalah alokasi penelitian yang berbeda. 
Selain itu, jika penelitian yang di lakukan oleh Dimas Ramadhana Prasetya 
memfokuskan pada konsep New Public Service  dalam menggambarkan 
pengelolaan pangaduan Online di Kota Malang dan hanya khusus membahas 
pengelolaan melalui website. Sedangkan penulis fokus terhadap laporan-laporan  
dari setiap kasus dan akan di proses sesuai prosedur yang ada di kejaksaan Tinggi 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
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Sesuai dengan permasalahan yang ada, tujuan yang diharapkan 
dalam penelitian ini adalah : 
a. Terbentuknya sistem informasi administrasi secara elektronik di bagian 
pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 
b. Terbentuknya sistem pengarsipan berkas penanganan perkara di pidsus 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini bisa diambil 
beberapa manfaat seperti berikut: 
a. Bagi dunia akademik 
Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis 
khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti 
yang akan datang dalam hal perkembangan aplikasi. 
b. Kegunaan Bagi Instansi  
Agar dalam penyelesaian setiap kasus, penetapan dan penuntutan oleh 
pihak Kejaksaan dapat di monitoring dan efisiensi waktu makin terkontrol. 
c. Kegunaan bagi penulis 
 Untuk memperoleh gelar sarjana kemudian menambah pengetahuan 
dan wawasan, serta mengembangkan daya nalar dalam merancang 
perangkat lunak (Software) atau aplikasi. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Kejaksaan  
Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, 
khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan 
hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan 
Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, 
dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.  
  Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU 
No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga 
penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, 
perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, 
Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, 
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 
2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).  
 Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa 
Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi 
pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga 
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mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran 
strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan 
menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta 
juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga 
Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi 
Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan 
atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. 
 Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi 
pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara 
pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha 
Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha 
Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut 
diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, 
dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.  
      B. Pidana Khusus 
Seksi  Tindak Pidana khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim 
dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat  dan tindakan 
hukum lainnya dalam perkara Tindak Pidana khusus.    
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Dalam  melaksanakan  tugasnya, seksi tindak pidana  khusus menyelenggarakan 
fungsi: 
1. Penyiapan perumusan  kebijaksanaan teknis di bidang  tindak pidana khusus 
berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;  
2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana 
terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang 
dan harta benda serta tindak pidana khusus lain yang diatur diluar Kitab Undang-
undang pidana;  
3. Penyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan 
putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 
lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus 
serta pengadministrasiannya ;  
4. Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta 
pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak 
pidana khusus kepada penyidik;  
5. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan 
hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum 
lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;  
6. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak 
pidana khusus daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;  
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7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang 
tindak pidana khusus.Dalam hal penanganan perkara di seksi tindak pidana 
khusus  sejak diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
sampai dengan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap telah 
dilakukan beberapa langkah yaitu :  
a) Menunjuk Jaksa yang professional dan berintergrasi tinggi untuk mengikuti 
perkembangan penyidikan dengan menerbitkan surat P-16. 
b) Penerimaan berkas perkara dari Penyidik diteliti oleh Jaksa (P-16) yang ditunjuk 
dan tenggang waktu yang ditentukan untuk menentukan sikap adalah 6(enam) 
hari apakah berkas perkara telah lengkap (P-21) atau belum lengkap (P-18) dan 
apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap harus diterbitkan (P-19) dalam 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah (P-18)   
c) Terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap diperintahkan kepada 
jaksa untuk meminta kepada penyidik agar menyerahkan tanggung jawab 
tersangka dan barang bukti dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.  
d) Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam batas waktu 
maksimal 10 (sepuluh) hari sudah harus dilimpah ke Pengadilan Negeri.  
e)  Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang mempunyai kekutan 
hukum tetap (inkrach) dilakukan dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak putusan.  
Kode- kode yang digunakan kejaksaan dalam proses pidana. Istilah pidana 
Istilah P-21, P-16, P-18, P-19 yang berhubungan dengan proses perkara pidana 
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merupakan kode administrasi perkara pidana kejaksaan yang tertuang dalam 
Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang 
Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi 
Perkara Tindak Pidana. Kode administrasi perkara pidana di Kejaksaan adalah sebagai 
berikut:  
P-1  Penerimaan Laporan 
P-2    Surat Perintah Penyelidikan 
P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti  
      Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana  
P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara    
Tindak Pidana  
P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan  
P-18 Hasil Penyelidikan Belum Lengkap  
P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi  
P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis  
P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap  
P-31   Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)  
Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses 
penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana      
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C. Konsep Dasar Sistem  
Menurut Irtanto (2009), terdapat dua kelompok pendekatan di dalam 
mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang 
menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih 
menekankan pada prosedur sistem adalah sebagai berikut: “Sistem adalah suatu 
jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-
sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 
tertentu.”  
Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 
menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (procedure) 
didefinisikan oleh Neuschel, 1976 sebagai berikut Prosedur adalah suatu urut-urutan 
operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu 
atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam 
dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. 
 Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya 
dalam mendefinisikan sistem (Neuschel,1976) adalah sebagai berikut sistem adalah 
kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  
D. Konsep Dasar Informasi  
Menurut Setya (2010), informasi (information) dapat didefinisikan sebagai 
berikut. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih 
berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya atau pengguna. Sumber dari 
informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau 
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item-item. Data adalah  kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 
kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (event)  adalah sesuatu yang terjadi pada saat yang 
tertentu.   
Informasi yang berkualitas memiliki 3 kriteria, yaitu :   
a. Akurat (accurate)   
Informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bias ataupun menyesatkan.Akurat 
juga berarti bahwa informasi itu harus dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya. 
Tepat pada waktunya (timeliness) Informasi yang datang pada penerima tidak boleh 
terlambat. Di dalam pengambilan keputusan, informasi yang sudah usang tidak lagi 
bernilai. Bila informasi datang terlambat sehingga pengambilan keputusan terlambat 
dilakukan, hal itu dapat berakibat fatal bagi perusahaan.   
b. Relevan (relevance)   
Informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah 
yang akan dibahas dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi 
pemakainya. Di samping karakteristik, nilai informasi (value of information) 
ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu 
informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih besar dibanding biaya untuk 
mendapatkannya. 
c. Tepat waktu 
Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh 
terlambat. 
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E. Monitoring  
   Menurut Casley and Lury (1981). Monitoring adalah suatu bagian integral dari 
siklus manajemen dimana di dalamnya dilakukan pengecekan dan pencatatan kondisi 
dan situasi proyek serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi perencanaan dan 
pelaksana kegiatan sehingga secara dini dapat diketahui apakah kegiatan telah 
dilaksanakan  
Dengan demikian, monitoring adalah suatu aktivitas internal dari 
proyek,suatu bagian integral dari manajemen, yang merupakan tugas dari bagian 
laporan dan informasi yang meliputi laporan administrasi, laporan keuangan, dan 
laporan teknis tentang pelaksanaan.  
F.  Arsip  
Menurut UU No.7 tahun 1971, fungsi arsip dibedakan atas dua: arsip dinamis 
dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih secara langsung digunakan 
dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas organisasi, baik sejak perencanaan, 
pelaksanaan dan juga evaluasi. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan lagi 
di dalam fungsi-fungsi manajemen, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
pendidikan dan penelitian. Wujud Arsip Dokumen, Semua benda yang dapat memberi 
informasi sehingga benda tersebut disebut sebagai sumber informasi.  
1 Warkat / Record, Berupa kertas kerja yang mempunyai informasi setiap hari 
dikantor terjadi peristiwa dan amsalah yang diabadikan oleh pegawai kantor 
menjadi catatan tertulis, gambar, rekaman atau grafik yang mempunyai nilai 
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informasi. Warkat betindak sebagai kata benda adalah  Setiap catatan dan 
disimpan.  
2 Bahan tertulis dan digunakan sebagai bukti.  
3 Daftar, monumen, dan sebagainya dimana suatu bukti tertulis.  
Jadi warkat atau record adalah setiap data baik yang tertulis, bergambar, maupun 
yang direkam mengenai sesuatu hal, peristiwa yang digunakan sebagai alat 
pengingat.Adapun pengarsipan berkas-berkas yang terkait di Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :  
          
                     Gambar II.2 Arsip Berkas Kejaksaan Tahap II  
  
 Gambar II.1 dan gambar II.2 adalah gambar arsip berkas yang ada pada tahap 
pra penuntutan dan tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya, berkas yang ada 
  
  
  
  
Tahap II   
  Penuntutan   
P - 16 A   T - 7   P - 31   
  
  
  
  
Tahap I    
Pra Penuntutan   
SPDP   P - 16   P - 17   P - 20   P - 18   P - 19   P - 21   
Gambar II.. 1  Arsip Berkas Kejaksaan  Tahap I  
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pada tahap pra penuntutan yaitu adalah : SPDP, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-20 dan 
pada tahap penuntutan adalah : P-16A, T-7, P-31.   
G.  Administrasi elektronik 
Pengertian administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta 
informasi (drafting and recording data + information) secara sistematis dengan tujuan 
untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara 
keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain.(George Terry,1987) 
Pengertian administrasi yang lebih luas lagi adalah kegiatan kerja sama yang 
dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan 
dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara 
efektif dan efisien. Dengan kalimat lain, pengertian administrasi mencakup seluruh 
kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan kelompok orang yang memiliki 
diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. 
 Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Yunani “Administrare” 
atau administer yang berarti mengendalikan, mengelola atau menangani urusan urusan 
seperti negara, pemerintahan, rumah tangga ataupun pengelolaan suatu bisnis/usaha. 
 Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal 
atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada 
elektronik konsumen, alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari; media 
elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal 
komputer,radio, dan televisi (www.wikipedia.org, 2012) 
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 Jadi berdasarkan penjelasan diatas penulis bisa menarik kesimpulan bahwa 
administrasi elektronik adalah kegiatan pencatatan data atau informasi melalui 
perangkat elektronika seperti komputer . 
H. Perangkat Lunak yang digunakan 
1. Delphi. 
Bahasa pemrograman Delphi adalah pemrograman berorientasi objek yang 
merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman Pascal. Pascal adalah 
pemrograman berbasis DOS yang dibuat pada tahun 1971 oleh Niklaus Wirth dari 
Swiss. Kata Pascal diambil dari nama matematikiawan dan ahli filsafat dari Perancis, 
yaitu Blaise Pascal yang lahir tahun 1623 dan meninggal tahun 1662. Pascal dirilis 
tahun 1983 oleh Borland International, salah satu perusahaan software  terkemuka di 
California. 
Pada tahun 1993, Borland International mengembangkan bahasa pemrograman 
pascal yang bersifat visual yang disebut Delphi dan resmi dipasarkan pada tahun 1995. 
Pemrograman ini dibuat secara modern yang berjalan di Sistem Operasi Windows 
mulai dari versinya yang pertama yaitu Delphi 1 dan di tahun-tahun berikutnya Delphi 
terus dikembangkan mengikuti kebutuhan zaman (Kani, Firmansyah, & Sufandi, 
2010). 
Salah satu keistimewaan Delphi adalah dukungannya untuk aplikasi database 
yang memungkinkan user berinteraksi dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah 
database. Delphi juga memberikan banyak pilihan teknologi kepada developer dalam 
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membangun aplikasi database sehingga developer dapat mengembangkan aplikasi 
dengan mekanisme akses yang paling tepat menurut kebutuhan. 
Integrated Development Environment (IDE) Delphi merupakan tampilan 
terintegrasi dimana terlihat menu dan tools yang terpisah akan tetapi sangat 
berhubungan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam satu koordinasi. 
Berfungsi sebagai pusat control mulai dari menu utama, komponen pallet, form, code 
editor, object inspector dan object treeview yang digunakan untuk mendesain, menulis 
kode program serta mengatur tampilan aplikasi dalam berbagai model (Madcoms, 
2003). 
Untuk mengakses database, Delphi menyediakan berbagai mekanisme data 
akses, antara lain: 
a. Borland Database Engine (BDE) 
BDE adalah teknologi yang dikeluarkan oleh Borland.BDE berasal dari 
paradox, kemudian diperluas oleh Borland untuk mendukung banyak SQL Serverdan 
Database Lokal sebelum Delphi ada. BDE mengakses langsung tabel-tabel  dBase, 
Paradox, ASCII, Foxfro dan access. Driver-driver yang ada di Delphi Enterprise 
memungkinkan pengaksesan ke beberapa SQL Server termasuk Oracle, Sybase, 
Microsoft, Informix, Interbase dan IBM DB2 Server. sedagkan untuk pengaksesan ke 
database lain disediakan ODBC Drivers. 
b. ctiveX Data Object (ADO) 
ADO adalah antarmuka tingkat tinggi (hight level) yang digunakan untuk 
mengakses database dari Microsoft. ADO diimplementasikan pada teknologi OLE DB 
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Data Access Microsoft yang menyediakan akses ke database relasional maupun 
database non relasional, termasuk email, file sistem dan file lainnya. 
c. Database Express Library (dbExpress) 
dbExpress adalah library pengaksesan yang bersifat cross-flatform untuk 
windows dan linux. tidak seperti BDE dan ADO, dbExpress menggunakan pendekatan 
kelas ringan. 
d. Interbase Express (IBExpress) 
Delphi menyediakan komponen-komponen untuk mengakses produknya yang 
gratis dan open source, yaitu interbase server. Jika menggunakan interbase sebagai 
back end, dapat memperoleh kinerja baik dan kemungkinan memelihara server dari 
aplikasi client jika menggunkan komponen khusus interbase. (Yanuar & Hakim, 
2004).  
2. My SQL 
 MySQL adalah database yang mampu berintegrasi dengan aplikasi apa saja, 
MySQL adalah multi-user database yang menggunakan bahasa SQL (Structured 
Query Language), MySQL termasuk RDBM (Relation Database Management 
System) dalam konteks bahasa SQL, pada umumnya informasi tersimpan dalam table-
tabel yang secara logika merupakan struktur dua dimensi yang terdiri atas baris-baris 
data yang ada dalam satu atau lebih kolom. Baris pada table sering disebut sebagai 
atribut atau field. Keseluruhan table itu dihimpun dalam satu kesatuan yang disebut 
database. (Susanto, 2010). 
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Beberapa kelebihan MySQL dibandingkan database lainnya antara lain: 
a. Dapat diakses dengan berbagai macam bahasa pemrograman, antara lain: C++, 
java, Perl, PHP, Phyton, dan lain-lain. 
b. MySQL bersifat open source, memungkinkan user untuk melakukan modifikasi 
pada source code untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. 
c. Mudah digunakan, cepat, serta kinerja query  mampu menangani data yang 
cukup besar. 
d. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam menangani ALTER 
TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam PostgreSQL ataupun Oracle.  
3. XAMPP 
XAMPP adalah suatu program yang digunakan untuk server untuk 
mengeksekusi fungsi yang ada dalam halaman website sekaligus menampilkan 
halaman website tersebut agar bisa diakses oleh user. Xampp merupakan proyek dari 
dua orang yang bernama Kai Oswald dan Kay Vogelgesang. Mereka telah 
menciptakan suatu pengembangan sempurna diantara Apache, MySQL, PHP, Perl, 
dan berbagai komponen dalam beberapa tahun ini. (Syafii, 2005). 
4. Apache 
Server HTTP apache atau server Web/WWW apache adalah server web yang 
dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows, dan 
Novel Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan 
mengfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas 
web/www ini menggunakan HTTP. Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan 
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kesalahan yang dapat dikonfigurasi, dan autentikasi yang berbasis basis data. (Syafii, 
2005). 
I. Metode Desain dan Pengembangan Sistem 
1. Flow Map 
Class Diagram adalah diagram yang menunjukan class-class yang ada dari 
sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Class diagram menggambarkan 
struktur statis dari sebuah sistem. Berikut simbol dari diagram kelas : 
Tabel II .1. Simbol-simbol Flow Map (Mala, 2012) 
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 
1  
 
Dokumen Menunjukkan dokumen berupa 
dokumen input dan output pada 
proses manual dan proses berbasis 
computer 
2  
 
 
Proses 
Manual 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan secara manual 
3  
 
Penyimpanan 
Magnetik 
Menunjukkan media penyimpanan 
data/informasi file pada proses 
berbasis computer ,file dapat 
disimpan pada harddisk , disket, 
CD dan lain-lain 
4  
 
Arah Alir 
Dokumen 
Menunjukkan arah aliran dokumen 
antar bagian yang terkait pada 
suatu sistem. 
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5  
 
Penghubung Menunjukkan alir dokumen yang 
terputus atau terpisah pada 
halaman alir dokumen yang sama 
6 
 
 
Proses 
computer 
Menunjukkan proses yang 
dilakukan secara komputerisasi 
7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non 
computer /informasi file pada 
proses manual. Dokumen dapat 
disimpan pada lemari , arsip, map 
file dan lain-lain 
8  
 
 
Input 
Keyboard 
Menunjukkan input yang 
dilakukan menggunakan keyboard 
9  
 
 
Penyimpanan 
manual 
Menunjukkan media penyimpanan 
data atau informasi secara manual 
2. Data Flow Diagram (DFD) 
Informasi yang bergerak dalam perangkat lunak mengalami beberapa 
perubahan.  Data  flow  diagram  (DFD)  adalah  representasi  dalam  bentuk gambar 
yang menjelaskan aliran informasi dan perubahan yang terjadi dari suatu data di-input 
sampai hasil output suatu data. DFD juga dapat digunakan untuk merepresentasikan 
sistem atau perangkat lunak dalam semua level yang abstrak. (Roger, 2001). 
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Simbol DFD biasa dipakai dalam berbagai tujuan analisa sistem, termasuk 
mengambarkan suatu aliran data logis melewati suatu proses. Selain itu DFD dapat 
memberikan sesuatu yang lebih konseptual, gambaran non-fisik atas pergerakan data 
melewati suatu sistem. DFD terdiri dari 4 simbol seperti pada tabel dibawah ini, 
yaitu proses, source/sinks, data stores dan data flow lines.  
Tabel II. 2. Simbol Data Flow Diagram (Roger, 2007) 
Simbol Nama Keterangan 
  
Kesatuan Luar 
(External Entity) 
Sesuatu yang berada di luar 
sistem, tetapi ia memberikan 
masukan ke dalam sistem 
atau menerima data dari 
sistem.External entity tidak 
termasuk bagian dari sistem. 
 
Arus Data 
(Data Flow) 
 
Tempat mengalir informasi 
dan digambarkan dengan 
garis yang menghubungkan 
komponen dari sistem. Arus 
data ini mengalir diantara 
proses, data store, dan 
menunjukkan arus data dari 
data berupa masukan untuk 
sistem atau hasil. 
 
Proses (Proccess) 
proses sistem Apa yang 
dikerjakan oleh sistem. 
Proses dapat mengolah data 
atau aliran data masuk 
menjadi aliran data 
keluar.Proses berfungsi 
mentranformasikan satu atau 
beberapa data masukan 
menjadi satu atau beberapa 
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data keluaran sesuai dengan 
spesifikasi yang dihasilkan. 
 
 Simpanan Data 
(Data Store) 
 
Tempat penyimpanan data 
yang ada dalam sistem, yang 
disimbolkan dengan 
sepasang garis sejajar 
dengan sisi samping terbuka. 
 
3. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram adalah kumpulan konsep yang menguraikan 
struktur basis data dan suatu hubungan timbal-balik dan proses pembaruan pada basis 
data. Tujuan utamanya untuk mengembangkan suatu teknik hubungan tingkat tinggi 
dengan perancangan basis data. ERD digunakan  untuk memodelkan struktur data dan 
hubungan antar data. Dengan ERD, model dapat diuji dengan mengabaikan proses 
yang dilakukan. Notasi yang digunakan pada Entity Relationship Diagram. (Supardi, 
2010). 
             Tabel II. 3. Notasi Entity Relationship Diagram (Supardi, 2010). 
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4. Flowchart 
Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 
menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 
(instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. 
Berikut ini adalah beberapa simbol yang digunakan dalam menggambar suatu 
flowchart : 
                Tabel II. 4. Simbol-Simbol Flowchart (Rahmantori,2014) 
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Flowchart terbagi atas lima jenis, yaitu : 
a) Flowchart Sistem 
Flowchart Sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa 
yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan 
dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini 
merupakan dekripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi 
yang membentuk suatu sistem. Flowchart Sistem terdiri dari data yang mengalir 
melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Data dan proses dalam 
flowchart sistem dapat digambarkan secara online (dihubungkan langsung dengan 
komputer) atau offline (tidak dihubungkan langsung dengan komputer, misalnya 
mesin tik, cash register atau kalkulator). 
b) Flowchart Dokumen 
Bagan alir dokumen (document flowchart) atau disebut juga bagan alir 
formulir (form flowchart) atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang 
menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan 
alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan di 
dalam bagan alir sistem. 
c) Flowchart Skematik  
Bagan alir skematik (schematic flowchart) merupakan bagan alir yang mirip 
dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. 
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Perbedaannya adalah, bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan 
alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang 
digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan 
komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir. 
Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami, tetapi sulit dan lama 
menggambarnya. 
d) Flowchart Program  
Bagan alir program (program flowchart) merupakan bagan yang menjelaskan 
secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari 
derivikasi bagan alir sistem. 
Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika 
program (program logic flowchart) dan bagan alir program komputer terinci (detailed 
computer program flowchart). Bagan alir logika program digunakan untuk 
menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Bagan 
alir logika program ini dipersiapkan oleh analis sistem. 
e) Flowchart proses                                                                                                                                                      
 Flowchart Proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang 
memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau 
sistem. Bagan alir proses menggunakan lima buah simbol tersendiri seperti terlihat 
pada tabel di bawah ini. 
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 Tabel. II. 5. Simbol Bagan Alir Flowchart (Rahmantori,2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Metode Waterfall 
Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 
waterfall lmerupakan salah satu metode dalam SDLC (System Development Life 
Cycle) yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus 
diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Metode 
waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara 
linear.  
Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 
berikut: analisa, desain, penulisan, pengujian, penerapan serta pemeliharaan. (Roger, 
2010) 
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                             Gambar II. 3 .  Model Waterfall. (Roger, 2010) 
a) Requirement Analysis 
Dalam tahap ini pengumpulan dan analisis data yaitu kegiatan merangkum data 
yang diperoleh dari hasil peninjauan sebelumnya dan melakukan analisa tentang 
sistem yang sedang berjalan saat itu serta penguraian dari sistem informasi yang utuh 
ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 
mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan 
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya. 
b) Design System 
Tahap desain sistem adalah tahap melakukan perancangan sistem setelah 
melakukan analisis sistem. Bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang 
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akan diselesaikan, menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat 
lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan 
benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap 
analisis sistem. 
c) Implementation 
Pada tahap ini dilakukan pemprograman. Programmer dapat menggunakan 
beberapa bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan, tentunya bahasa 
pemrograman yang harus dikuasai oleh programmer yang bersangkutan. 
d) System Testing 
Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem. Jika program aplikasi atau sistem 
yang di uji tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan maka dapat di serahkan kepada 
konsumen. Namun jika tidak maka seorang tester akan membuat sebuah laporan hasil 
test mengenai kesalahan yang terdapat pada sistem dan menyerahkannya salah salah 
satu tim pengembang yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, apakah kepada 
analis sistem, perancang sistem ataupun kepada programmer. 
e) Maintence and oparation 
Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Pemeliharaan suatu 
software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software 
yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih 
ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur 
yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya 
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perubahan dari eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau 
perangkat lainnya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan lokasi penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah 
metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif menganalisis, dan mengkonstruksi 
obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Informasi yang dikumpulkan dan diolah 
harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Adapun 
lokasi tempat penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan                 
( Kejati- Sul-Sel ).   
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah library research merupakan penelitian 
yang dilakukan dengan menggunakan buku Panduan Administrasi Perkara Tindak 
Pidana Tahun 2001, jurnal, skripsi, maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan 
referensi dalam masalah ini. Selain itu field research yaitu penelitian lapangan juga 
dilakukan dalam penilitian ini, dapat dilakukan dengan cara menanyakan dan 
mengamati aktivitas yang dilakukan oleh pegawai . 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang 
akandijadikan bahan dasar dalam rancang bangun sistem informasi 
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adminstrasi alektronik di tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sulawesi 
selatan. 
2. Wawancara 
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan proses tatap muka dan tanya 
jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. 
Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut : 
Tema                   : Sistem Adminstrasi Elektronic Di Tindak Pidana Khusus                                                                                                       
Kejati Sul-Sel. 
Tujuan : Untuk mengetahui proses Sistem Adminstrasi Elektronik 
Di Tindak Pidana Khusus Kejati Sul-Sel. 
Target Narasumber : Sekretaris Bagian Tindak Pidana Khusus Kejati Sul-Sel 
Waktu   : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber. 
3. Studi Literatur 
Studi Literatur adalah salah satu  metode pengumpulan data dengan cara 
membaca buku panduan adminstrasi kejaksaan Republik Indonesia ( RI ), peraturan 
perundang undang, situs terkait peraturan tentang pidana khusus serta serta skripsi. 
Pada penelitian ini penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi 
dari buku serta skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitan yaitu : 
1. Perangkat keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan 
data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
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a. Laptop Asus dengan spesifikasi: 
b. Processor Dual-Core 2840GHz 
c. RAM 2 GB 
d. Harddisk 500 GB 
2. Perangkat lunak  
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Microsoft windows 7 sebagai sistem operasi 
b. MySQL, 5.0.51  
c. Delphi 
d. Xampp 
e. apache 
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data 
dalam penelitian ini yaitu: 
a) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan 
topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
b) Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan 
dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut 
 
39 
 
 
 
 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang 
dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap 
dapat ditelusuri. 
G. Teknik Pengujian Sistem 
Metode pengujian yang dilakukan dalam penilitian ini adalah pengujian Black 
box. Pengujian black box testing berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 
lunak. Dengan demikian, pengujian black-box memungkinkan perekayasa 
perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya 
menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian black-
box merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mampu 
mengungkap kelas kesalahan dari pada metode white-box. (Roger, 2007) 
Dalam hal ini pengujian black-box berusaha menemukan kesalahan dalam 
kategori sebagai berikut :  
1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau salah  
2.  Kesalahan interface 
3. Kesalahan dalam struktur data atau database eksternal  
4. Kesalahan kinerja  
5. Instalisasi dan kesalahan terminasi 
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BAB IV 
ANALISIS  DAN PERANCANGAN SISTEM 
  
A.   Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Saat ini di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggunakan sistem yang 
semi manual. Yang dimana proses dari setiap data seperti di bawa 
pelapor Sektretaris pidsus Tim jaksa penyedikan terlapor Kasubdit,kasipidsus Jaksa PUTim jaksa penyidik
Pelapora
n gejala 
Bahan ket
Data
Bukti gejala
Indikasi pelanggaran
UU.dilanggar
Penerimaa
n laporan 
(p1)
Penyidikan at 
dihentikan
stop
Surat 
perintah 
penyidika
n (p2)
Rencana 
penyelidi
kan (p3)
Suratper
mintaan 
ket
Jaksa penyidik
Laporan 
hasi 
penyelidika
n (p-5)
Menetapka 
tersangka
Laporan 
hasi 
penyelidi
kan (p-5)
Penyelidikan 
dihentikan
Laporan 
tindak 
pidana 
(p6)
Sektretaris pidsus
Surat 
perintah 
penyidikan
(p8)
Jaksa penyidik
Jadwal 
rencana 
kegiatan 
penyidikan 
(p8a)
Surat 
penggilan 
saksi(p9) 
Laporan 
perkemban
gan 
penyidikan
(p12)
Team jaksa 
penyidik
Surat 
perintah 
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Gambar IV. 1. Proses Sistem yang Berjalan 
 Dari analisis sistem yang sedang berjalan di atas menggambarkan alur 
proses perkara. Dimana pihak pelapor memasukkan laporan ke sekretariat atau dari 
hasil pengembangan perkara tersendiri maka sekretariat akan memperivikasi 
apakah laporan tersebut benar-benar sebuah tindak pidana atau tidak, dengan 
melalui proses penyelidikan. Dari hasil penyelidikan akan mengahasilkan sebuah 
keputusan. Apakah laporan tersebut layak dilanjutkan ketingkat penyidikan atau 
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tidak . bila layak maka pihak sekretariat akan mengeluarkan SPDP dan 
menembuskan laporan tersebut ke kasipidsus. Dari kasipidsus akan menunjuk 
intelegen untuk melakukan penyidikan. Dari hasil penyidikan akan melengkapi 
berkas-berkas perkara. Bila berkas perkara tidak lengkap akan mengeluarkan SP3 . 
dan penyidikan akan di hentikan. Namun bila berkas perkara lengkap maka 
kasipidsus akan menunjuk jaksa penuntut umum untuk melukan tuntutan pidana 
dan melanjutkan ke pengadilan. 
B. Analisis Yang di Usulkan 
1. Analisis Masalah 
Permasalahan yang ada di bagian prapenuntutan hingga ke bagian 
penuntutan yaitu di bagian prapenuntutan setiap harinya terdapat 10 (sepuluh) 
hingga 20 (duapuluh) SPDP yang masuk. Jika pegawai mencari dokumen perkara 
harus mencarinya dengan cara manual, yaitu mencari satu-persatu data yang 
diarsipkan. Di bagian Kasipidsus selama ini melakukan penunjukkan jaksa dengan 
cara manual, sehingga Kasipidsus tidak dapat mengetahui beban perkara jaksa yang 
ditangani dan juga tidak dapat memantau hasil yang ditangani masing masing jaksa, 
selama ini pembuatan surat yang dilakukan jaksa adalah membuat surat P-17 hingga 
P-21. Ketika SPDP masuk hingga dibuatkan surat   P-21 (dinyatakan lengkap) oleh 
jaksa, Kasipidsus sedikit kesulitan memantau jaksa sampai proses manakah surat 
yang dibuat oleh jaksa tersebut. Di bagian jaksa penuntut umum, karena banyaknya 
kasus yang ditanganinya biasanya jaksa bisa mengulur waktu untuk melengkapi 
dokumen perkara hingga pembuatan surat (P21), sehingga kasus semakin lama.                             
  Karena itu bagian tindak pidana umum membutuhkan sistem pengolahan 
data (database) dan manajemen data. yang dapat membuat sistem sesuai dengan 
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standar operasional prosedur (SOP) yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi 
Selatan, dan dapat terintegarasi pada bagian sekretariat, pratut, Kasipidsus dan 
jaksa.  
Permasalahan yang ada di bagian penuntutan sama dengan bagian 
prapenuntutan Sehingga di butuhkan sistem yang terintegrasi dari bagian 
prapenuntutan sampai dengan bagian barang bukti. Dengan begitu sistem  ini dapat 
memudahkan pejabat Kasipidsus untuk memantau (monitoring) sebuah dokumen 
perkara yang diinput dari bagian sekretariat hingga bagian penuntutan, agar dapat 
mengetahui status perkara yang terintegrasi awal misalnya : lama perkara, jaksa 
yang menangani, status terakhir dari perkara tersebut. Dan sistem juga dapat 
menghasilkan laporan jumlah perkara yang masuk dan jenis perkara yang ada di 
wilayah Sulawesi Selatan . 
 Di bagian sekretariat diregistrasi menggunakan buku besar, setelah 
diregistrasi SPDP diserahkan ke Kasipidsus guna untuk penunjukkan jaksa, setelah 
penunjukkan jaksa dilakukan, SPDP diberikan ke bagian pratut, di bagian pratut 
dibuatkan surat P-16 (Surat penunjukkan jaksa) dengan menggunakan microsoft 
word  dan begitu seterusnya sampai dokumen itu masuk ke tahap II tahap 
Prapenuntutan. Adapun alur penanganan dari prapenuntutan seperti yang tertera 
pada gambar IV.2 sebagai berikut: 
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 Docflow  Prapenuntutan  
Jaksa  Pratut  Kasipidsus Seketariat Penyidik 
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SPDP  Membuat 
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Lengkap atau  
tidak  
Tidak  
Buat  
P-18&P-19  
P-18&P19  
P-18 & P-19 
Berkas  
lengkap  
Berkas  
lengkap  
Buat P-
12
  
P-21  
Selesai  
SPDP +  BP  
Menunjuk 
Jaksa  
Mengecek 
BP
  
Membuat 
P-17  
Belum  ada  BP  P-17 
P-17 Ada  BP  
P-21  
Membuat 
P-20  
Cek  
pengembalian 
berkas  
lengkap  
Belum  dilengkapi  
P-20  
P - 20 
lengkap  
Menyerah
 
kan  BP  
Registrasi 
SPDP
 
Mengecek 
berkas  
Melengka 
pi  berkas 
 
                    Gambar IV.2 Docflow Prapenuntutan  
Keterangan :  
1. Bagian Sekretariat 
Penyidik memberikan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dan 
Berkas Perkara (BP) ke bagian sekretariat, sebelum SPDP diserahkan ke 
Kasipidsus, SPDP dan BP ditulis di buku register terlebih dahulu setelah itu 
diserahkan ke Kasipidsus.  
2. Bagian Kasipidsus  
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Bagian Kasipidsus menerima SPDP lalu menunjuk jaksa untuk menangani 
perkara tersebut. Setelah itu SPDP diserahkan ke bagian pratut.  
3. Bagian Pratut  
Di bagian pratut membuat surat P-16 dalam format Microsoft Word (.doc) yang 
isinya surat penunjukan jaksa yang ditunjuk bertugas untuk memantau 
perkembangan penyidikan.  
4. Bagian Jaksa  
Jaksa menerima surat P-16 dari pratut. Setelah itu dicek berkas yang diberikan 
oleh penyidik, jika Berkas Perkara tidak diserahkan bersamaan dengan SPDP, 
jaksa menunggu BP diserahkan dari penyidik, apabila dalam 30 hari penyidik 
belum menyampaikan BP maka jaksa membuat surat P-17 yang isinya meminta 
hasil penyidikan, dalam microsoft word (.doc). setelah itu jaksa memeriksa 
berkas agar bisa dinyatakan lengkap atau tidak. Apabila tidak lengkap jaksa 
membuat surat P-18 beserta P-19 yang isinya bahwa berkas segera dilengkapi 
dan diuraikan secara rinci untuk diserahkan ke penyidik, disini penyidik diberi 
waktu 14 hari untuk melengkapi berkas yang diminta oleh jaksa. Dan apabila 
berkas dinyatakan lengkap jaksa membuat surat P-21. Dan diserahkan oleh 
penyidik. 
Adapun permasalahan yang terjadi di tahap prapenuntutan (tahap I) yang 
belum terintegrasi, bagian sekretariat seharusnya apabila ada SPDP masuk 
langsung diinputkan ke sistem agar data dapat langsung disimpan, selain itu sistem 
dapat langsung terhubung dengan komputer Kasipidsus sistem juga dapat 
mengingatkan jaksa melalui notifikasi apabila berkas P-18 dan P-19 sudah 
mendekati 14 hari. Yang terpenting disini Kasipidsus dapat memantau dan melacak 
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sejauh mana perkara yang ditangani jaksa dan bisa membuat laporan jenis perkara 
apa saja yang masuk dan jumlah perkara yang masuk dan juga bisa melihat hasil 
kinerja jaksa. 
 Adapun alur penanganan penuntutan yang di usulkan, sebagai berikut :  
 
 
  
 
 
 
 
 
Gambar IV .3 Docflow
 
 penuntutan  
 
Keterangan :   
1. Bagian penuntutan  
Bagian penuntutan menerima P-21 dan berkas penyelidikan, setelah itu membuat 
P-16A dan T-7, P-16A yang isinya sama dengan P-16 hanya untuk membedakan 
saja P-16A dibuat di tahap 2, sedangkan T-7 yang berisi tentang surat 
penahanan. Setelah itu diserahkan ke Kasipidsus. Selain itu bagian penuntutan 
membuat surat P-31 yang berisi pelimpahan barang bukti untuk diberikan ke 
jaksa yang terkait.  
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2. Bagian Kasipidsus  
Kasipidsus menerima surat P-16A dan T-7 untuk ditandatanganidan 
dikembalikan lagi ke bagian penuntutan.  
3. Bagian Barang Bukti  
Bagian barang bukti menerima barang bukti yang diserahkan oleh penyidik, 
setelah itu memberi nomor registrasi pada barang bukti tersebut, lalu disimpan 
di gudang. Apabila jaksa membutuhkan barang bukti untuk digunakan di 
persidangan, barang bukti diserahkan ke jaksa.  
4. Bagian Jaksa  
Jaksa menerima P-31 dan barang bukti agar siap untuk dibawa ke 
persidangan. Permasalahan di Tahap II keseluruhan hampir sama dengan Tahap I 
agar dapat terintegrasi dari Tahap I ke Tahap II dan dapat mengakses langsung dari 
sistem. 
2. Analisis Kebutuhan 
Berdasarkan hasil analisis sistem yang sedang berjalan semua kebutuhan-
kebutuhan sistem telah dipertimbangkan dalam desain sistem, meliputi sebagai 
berikut ini: 
a. Kebutuhan Fungsional   
Adapun kebutuhan fungsional dari aplikasi ini adalah: 
1) Manajemen data pegawai 
2) Bagian sekretariat menerima dan menginput SPDP  
3) Kasipidsus menerima SPDP dan menunjuk jaksa 
4) Pembuatan P-16 
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5) Jaksa menerima P-16 dan mengecek Berkas Perkara (BP)  
6) Sistem dapat mencetak laporan. 
b. Kebutuhan Interface 
User dapat melihat menu-menu tertentu pada aplikasi tergantung level atau 
tingkatan user tersebut. Dalam aplikasi tersebut dibuat sesederhana mungkin agar 
mudah di mengerti user dari berbagai tingkatan (Sekretariat, Kasipidsus,Jaksa,).  
C.  Perancangan Sistem  
Perancangan sistem dibuat dalam bentuk block  diagram, docflow, 
sisflow data flow diagram, entity relationship diagram yang berupa conseptual data 
model dan physical data model, perancangan input / output.  
1. Blok Diagram Sistem 
Blok Diagram  
INPUT  PROSES  OUTPUT  
SPDP                                     Penunjukan                                         P-16
jaksa  
P-18 &  P-19,  P-21  BP Pengecekan 
berkas  
P-18 &  P-19  Menunggu 
berkas belum 
dilengkapi  
P-20  
P-21  Pengiriman 
barang bukti  dan 
tersangka  
P-16A &  T-7  
Laporan  jumlah  
perkara  
Inputan  SPDP  
Proses laporan  
Laporan  jenis  
perkara  
Mengecek BP 
P-17  
Pengecekan P-21 
P-19  
Laporan  kinerja  
jaksa  
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                                      Gambar IV.4 Blok diagram system 
a. Input  
1) SPDP merupakan data inputan dari bagian sekretariat, yang isinya nama 
lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, warga negara, tempat 
tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan.dan keterangan melanggar pasal berapa.  
2) BP merupakan data inputan dari bagian sekretariat, sekretariat hanya menginput 
no BP dan tanggal masuk dari penyidik, karena BP berbentuk seperti buku yang 
berisi keterangan-keterangan penyidikan.  
3) P-18 dan P-19 merupakan inputan dari jaksa apaibla diperlukan, jaksa hanya 
mencetak P-18 karena nantinya sistem sudah menyediakan P-18, jadi jaksa tidak 
megetik ulang lagi. P-19 tidak disediakan oleh sistem karena isinya keterangan 
secara rinci yang sesuai dengan perkara. Tetapi setelah itu jaksa bisa meng-
upload P-19 ke sistem,   
4) P-21 merupakan inputan dari jaksa apabila berkas sudah lengkap, sama halnya 
dengan P-18 jaksa bisa langsung cetak P-21 disistem.  
5) Inputan SPDP disini merupakan inputan dari Kasipidsus yang ingin mengetahui 
laporan perkara yang masuk.  
b. Proses  
1) Proses menunjuk jaksa, proses ini merupakan proses dari Kasipidsus, setelah 
SPDP diinput, pada user Kasipidsus sistem memberi notifikasi bahwa ada SPDP 
baru, sehingga Kasipidsus harus menunjuk jaksa untuk menangani perkara. 
Selain itu proses cek BP, proses ini merupakan proses dari jaksa, karena jaksa 
menunggu hasil penyedikan (BP) dari penyidik, apabila BP  belum diserahkan 
maksimal 30 hari jaksa harus membuat P-17 dengan sistem tersebut.   
49 
 
2) Proses pengecekan berkas, proses ini merupakan proses dari jaksa, disini jaksa 
melakukanya dengan cara manual, agar dapat menentukan bahwa berkas itu 
sudah lengkap atau belum lengkap.  
3) Proses pengecekan P-19, proses ini merupakan proses dari jaksa, sama dengan 
proses no 2, tetapi proses jaksa melakukan pengecekan surat P-19 yang sudah 
dilengkapi oleh penyidik. Dan apabila penyidik dalam 14 hari belum melengkapi 
berkas jaksa harus membuat P-20 yang isinya meminta berkas segera 
diserahkan.  
4) Proses pengiriman barang bukti dan tersangka, proses ini merupakan proses dari 
penyidik, Penyidik setelah mendapat surat P-21, langsung segera mengirim 
tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.  
5) Proses laporan, proses ini merupakan proses dari sistem user Kasipidsus yang 
akan menghasilkan laporan.  
C. Output   
1) P-16 adalah output dari SPDP dan penunjukan jaksa, sehingga bagian pratut 
hanya mencetak P-16 yang sudah tersedia disistem. Selain itu jaksa juga bisa 
mencetak P-17 bila dibutuhkan.    
2) P18, P-19 dan P-21 adalah hasil dari pengecekan berkas perkara, apabila berkas 
perkara belum lengkap, maka P-18 dan P-19 dicetak, apabila berkas lengkap 
jaksa mencetak P-21.  
3) P-21 adalah outputan dari P-18 dan P-19 yang sudah dilengkapi oleh penyidik. 
Selain itu outputan P-20 adalah surat untuk meminta berkas perkara ke penyidik 
dari jaksa.   
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4) P-16A dan T-7 adalah output dari bagian penuntutan setelah menerima tersangka 
dan barang buktinya, sehingga dibuatkan P-16A dan T-7.  
5) Laporan jenis perkara dan laporan jumlah perkara adalah output dari   
Kasipidsus, apabila Kasipidsus ingin mencetak laporan.  
D. Sistem Flow  
1.  Pembuatan SPDP  
SPDP adalah dokumen perkara yang masuk ke Kejaksaan. SPDP diinputkan 
oleh bagian sekretariat sebagai awal proses pra penuntutan. Alur proses sistem 
pembuatan dokumen SPDP dapat dilihat pada gambar dibawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Sekretariat pertama kali melakukan input detail data SPDP 
beserta ID Pegawai yang diambil dari tabel pegawai. Data SPDP yang telah 
  
Pembuatan SPDP  
Sistem Informasi  
Kejaksaan  Bagian Sekretariat 
Mulai  
Detail data  
SPDP  
Input Data SPDP  
Tb Pegawai  
Proses Simpan  
data SPDP  
Validasi  
Inputan ?  
Informasi  
Inputan tidak  Valid 
Simpan data ke  
database  
Info SPDP  
Berhasil dibuat 
Selesai  
  
Gambar IV. 5  Sistem  flow  pembuatan SPDP   
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diinputkan di lakukan pengecekan inputan oleh sistem. Jika ditemukan inputan 
yang tidak valid, sistem memberikan informasi kepada pengguna bahwa terjadi 
kesalahan inputan. Namun jika inputan data valid, sistem melakukan proses 
penyimpanan data SPDP kedatabase dan memberikan informasi kepada pengguna 
bahwa SPDP berhasil dibuat.   
2. Pemilihan Jaksa  
                 Proses pemilihan jaksa dilakukan untuk menentukan jaksa pemegang 
perkara. Pemilihan jaksa dilakukan oleh Kasipidsus. Pada gambar dibawah ini 
dapat dilihat alur proses sistem pemilihan jaksa. 
Sistem Adminstrasi kaspidsus kejatiKasipidsus
TB. SPDP
Tb Pegawai
 
  
  
Mulai  
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
Selesai  
 Pemilihan jaksa 
Memilih data 
perkara
Menampilkan list 
perkara
Menampilkan list 
JaksaMemilih jaksa
Menyimpan pilihan 
jaksaInfo pilihan jaksa
 
Gambar IV . 6 sistem flow pemilihan Jaksa 
 Kasipidsus memilih data perkara terlebih dahulu yang datanya disimpan 
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pada table SPDP. Setelah memilih data perkara, Kasipidsus memilih salah satu 
jaksa berdasarkan list jaksa yang datanya diambil dari table pegawai. Kemudian 
sistem melakukan proses penyimpanan data jaksa pilihan dan memberikan 
informasi kepada Kasipidsus bahwa data telah tersimpan.  
3. Pembuatan P-16  
Dokumen P-16 merupakan dokumen pra penuntutan yang akan diserahkan 
kepada jaksa untuk diproses penyidikan. Alur proses pembuatan  dokumen P-16 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini . 
Proses pembuatan P-16
Bagain Pratut
Sistem Adminstrasi elektronik 
Kasipidsus kejati
Mulai
Menapilkan 
data perkara
Tb SPDP
Menmpilkan List 
perkara
Simpan 
tersangka
Tb. 
Tersangka
Tb Jaksa
Menampilkan 
jaksa Pilihan
Simpan P-16
Tb.P-16
Input 
terangka
Input P-16
Proses 
Pembuatan P-16 
Berhasil
 
Gambar IV.7 Sistem Flow pembuatan P-16 
53 
 
 Bagian pratut terlebih dahulu memilih data perkara yang ada pada list data 
perkara. Bersarkan data perkara yang telah dipilih, pratut menginputkan data 
tersangka kedalam sistem. Sistem memproses simpan data perkara ke tabel 
tersangka. Pratut juga menginputkan data dokumen P-16. Proses input dokumen P-
16 membutuhkan data jaksa yang diambil dari tabel jaksa. Sistem melakukan proses 
penyimpanan data P-16 dan kemudian memberikan informasi kepada pratut bahwa 
proses pembuatan P-16 berhasil.  
4. Pembuatan P-16 A 
Documen P-16 A merupakan pengembangan dari dokumnen P-16 A pada 
dokumnen P-16 digunakan barang bukti yang di dapat dari proses pnyidikan. 
Berikut ini alur proses sistem pembuatan dikumen P-16 A.  
Pembuatan P-16 A
Bagian penuntut Sistem Informasi Kejaksaan Bagian barang Bukti
Mulailai
Input data barang 
bukti
Simpan data 
barang bukti
Tb Barang Bukti
Simpan P-16 A
Tb P-16 A
Input detail data P-16A
SelesaiS l sai
 
Gambar IV.8 Sistem Flow pembuatan P-16A 
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Bagian barang bukti terlebih dahulu melakukan input data barang bukti ke 
dalam sistem. Sistem memproses penyimpanan data barang bukti ke table barang 
bukti. Bagian penuntut melakukan input data P-16A termasuk mengambil data 
barang bukti yang telah diinputkan bagian barang bukti. Sistem melakukan proses 
penyimpanan data P-16A ke table P-16A.  
E. Data Flow Diagram 
1. DFD Context Diagram  
Data  Barang  Bukti  
Surat  P31  
Surat  T7  
Surat  P16A  
Form P31  
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Form P19  
Form P18  
Form P17  
Berkas  perkara  
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Lap  total  perkara  j aksa  
Lap  Jml  perkara  
Akti fi tas  Jaksa  
List  peg awai  
Data  pegawai  
Surat  P21
rm P16A
 
Surat  P20
orm T7
 
Surat  P19  
Surat  P18  
Surat  P20  
Surat  P21  
Surat  P18  
Surat  P17  
Surat  P19  
Surat  P16
Surat  P16  
Data  P16  
data_SPDP  
Data_ SPDP  1  
  
 
 Lap  jenis  perkara
 
 
Form P20  
 
kasipidsus
Barang
bukti
pratut
Sistem 
adminstrasi 
Elektronik 
Pd pidsus 
kejati
admin
sekretariat
Jaksa
Penuntutan
Data P-16
Data P-17
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              Gamabar IV.9 DFD Context Diagram    
 Context diagram diatas memilik 7 entity yaitu admin, sekretariat, 
kasipidium, pratut, jaksa, penuntutan dan barang bukti. Setiap entity memberi input 
kedalam sistem dan menerima output dari sistem. Detail alur sistem dari contex 
diagram diatas dapat dilihat pada DFD level 0 dibawah ini . 
2. Diagram Berjenjang 
 
Rancang Bangun 
Sistem administrasi 
PIDSUS Kejaksaan 
tinggi sul-sel
1
2
Proses pra 
Penyeledikan
Proses pra 
Penuntutan
Penerimaan 
Laporan
Proses 
penyelidikan
Pengelolaan 
SPDP
Pengelolaan 
SP3
Pengelolaan 
Berkas 
Perkara
Pengelolaan 
documen
Monitoring
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
Penanganan 
perkara
Distribusi 
perkara
Penerimaan 
berkas perkara 
dari penyidik
2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Proses 
peuntutan
3
Pengelolaan 
P-35
Pengelolaan 
P-39
Pengelolaan 
P-41
Pengelolaan 
P-45
Pengelolaan 
P-18
pengelolaan
P-19
Pengeloalan 
P-21 A
Pengelolaan 
P-17
Pengelolaan 
P-16
Pengeloalan 
T-7
3.1 3.2 3.3 3.4
2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6
 
             Gambar IV.10 DFD Diagram  Berjenjang 
 Diagram berjenjang rancang bangun sistem adminstrasi elektronik pada 
Tindak pidana khusus di kejaksaan tinggi sulawesi selatan memiliki tiga (3) proses 
utama yaitu pra penyelidikan, pra penuntutan, dan penuntutan.Yang di mana di 
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proses pra penyelidikan memiliki dua (2) menu yaitu penerimaan laporan dan 
penyelidikan. Dan di proses pra penuntutan memiliki delapan (8) menu yaitu 
pengelolaan SPDP, pengelolaan SP3, Pengelolaan berkas perkara, penerimaan 
berkas perkara, monitoring, pengelolaan dokumen, penanganan perkara, dan 
distribusi perkara. Dan di proses penuntutan memiliki empat (4) menu yaitu 
pengelolaan P-35, pengelolan P-39, pengelolaan P-41, pengeloaan P-45. 
a) DFD Level 1 
2
Proses Pra 
Penuntutan
1
Proses Pra 
Penyelidikan
3
Proses 
Penuntutan
Sekretariat Jaksa Penyelidik
Penerimaan 
Laporan
TB.Data 
Terlapor
Penyelidikan
Kasipidsus
Jaksa Penyidik
TB.Data 
Terdakwa
Konfirmasi hasil 
penyelidikan
Penunjukan Jaksa Penyidikan
Berkas Perkaralaporan
Laporan
Input 
output
Input 
output Input 
output
 
Gambar IV.11 DFD Level 1 Penyelidikan 
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              DFD level 1 sekretariat penginput data ke proses pra penyelidikan dan 
mengirim ke jaksa penyelidik dan mengembalikkan ke sekretariat dan mengirim 
laporan ke kasipidsus dan dari kasipidsus menunjuk jaksa untuk melakukan proses 
pra penuntutan dan mengirim ke jaksa penyidikan dan membuat berkas perkara dan 
menghasilkan penuntutan dan membuat laporan dan diterimah oleh kasipidsus.   
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b) DFD Level 2  Pra Penyelidikan 
 
 
Tb.Data 
Terlapor
1.1 
Proses 
Penerimaan 
Laporan
Sekretariat
1.2
Proses 
Penunjukan 
Jaksa
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P-1
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Surat 
putusan
Input Hasil 
Penyelidikan
Tb.Laporan
 
 
 
Gambar IV.12 DFD Level 2 Pra Penyelidikan 
 Dari proses penerimaan laporan mengambil data dari tabel data terlapor. 
Dan mengirim ke sekretariat dan menujuk penyelidik agar melakukan penyelidikan, 
setelah itu menunjuk jaksa untuk meneruskan ke tahap pra penuntutan. 
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c) DFD Level 2 proses pra penuntutan 
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Tb. Data 
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Input SPDP
laporan SPDP Pencetakan 
SP3
Berkas 
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perkara
Input hasil 
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Input ke data 
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Input ke data 
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Input ke data 
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Cetak laporan
 
Gambar IV.13 DFD Level 1 Penyidikan Penuntutan 
  
 Dari tabel  data terdakwa akan menghasilkan proses pembuatan SPDP 
dan mengirim ke Sekretariat. Apabila hasil peyidikan tidak menemukan barang 
bukti atau tidak menguatkan kasus maka akan di buatkan surat penghentian 
penyidikan perkara. Namun apabila data perkara lengkap maka akan di teruskan 
ke proses penerimaan berkas perkara dan pihak penyidik akan membuatkan berkas 
perkara yang di perlukan. Untuk di berikan ke Jaksa untuk meneruskan ke proses 
pembuatan dokumen seperti T.4, P-16, P-17, P-18, P-19, P-21 A. Dan akan di 
berikan ke Sekretariat membuat berkas untuk monitoring. Untuk diberikan ke 
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Kasipidsus untuk proses penanganan perkara dapat segera di distribusikan ke 
Kejati. 
d) DFD Level 2 proses penuntutan 
Tb.data 
terdakwa
3.2
 Pengelolaan 
P-39
3.3
 pengelolaan 
P-41
3.4
 Pengelolaan 
 P-45
sekretariat
Tb.data 
terdakwa
Tb.data 
terdakwa
Tb.data 
terdakwa
Tb.data 
terdakwa
Kasipidsus
Kejati
Jaksa 
penuntut
Reload 
data
Memebuat laporan 
pelimpahan perkara
Inoput 
ke 
database
Menginput data perkara
Laporan hasil persidangan
Rencana tuntuan pidana
Inoput 
ke 
database
Inoput 
ke 
database
Inoput 
ke 
database
Laporan Hasil 
persidang
Laporan hasil 
tuntutan
  
 
Gambar IV.14 DFD Level 2 Proses penuntutan 
         DFD level 2  pembuatan laporan menggambarkan alur detail dari proses 
pembuatan laporan. Detail proses pembuatan laporan terdapat 4 proses yaitu yang 
pertama proses laporan Pelimpahan perkara. Ke proses pembuatan Hasil 
persidangan, setelah itu akan di tembuskan ke jaksa penuntut untuk dibuatkan 
61 
 
rencana tuntutan hasil persidangan agar di teruskan ke proses rencana tuntutan 
pidana dan setelah itu di buatkan laporan putusan pangadilan dan di tembuskan 
ke kejati 
e) DFD Level 3 Dokumen 
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Gambar IV.15 DFD Level 3 Dokumen 
Sekretariat memasukan data perpanjangan penahanan ke sistem dan 
diterima oleh pratut. Dari pratut membuat surat perintah penunjukan jaksa penuntut 
umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkembangan tindak pidana. 
Seteh itu dari jaksa meneruskan berkas perkara ke penuntutan, untuk di adakannya 
penuntutan namun apabila bukti masih belum cukup kuat surat akan di teruskan ke 
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penyidikan, untuk di lakukan penyidikan tambahan. Dan setelah lengkap berkas 
akan di berikan ke secretariat dan akan di tembuskan ke kasipidsus. 
G .  Perancangan Database 
 
Sebuah aplikasi perlu membutuhkan database sebagai media penyimpanan 
data. Dalam sebuat pembuatan aplikasi perlu dilakukan perancangan database, agar 
dapat memudahkan proses pembuatan aplikasi. Perancangan database dilakukan 
menjadi 2 desain yaitu perancangan secara conceptual dan physical seperti pada 
gambar IV.15 dan IV.16 dibawah ini.  
 
Gambar IV.16 Conceptual Data Model (CDM) 
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Gambar IV.17 Phisical Data Model (PDM) 
H. Struktur Tabel 
 Struktur Tabel merupakan penjabaran dan penjelasan dari suatu database. 
Dalam struktur Tabel dijelaskan fungsi dari masing-masing Tabel hingga fungsi 
masing-masing field yang ada didalam Tabel. Selain itu juga terdapat tipe data 
dari masing-masing field beserta konstrainnya. 
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A. Tabel Pegawai  
 Nama Tabel  : T_Pegawai  
Fungsi     : Untuk menyimpan data pegawai.  
  
Tabel IV.1 Tabel Pegawai 
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  NIP  Char  18    Nomor induk pegawai  
2  Kd_jabatan   Integer  11    Kode jabatan  
3  Kd_pangkat  integer  11    Kode pangkat  
4  Nm_lengkap  Char  50    Nama pegawai  
5  Alamat  Char  50    Alamat pegawai  
6  No_hp  Char  15    No hp pegawai  
7  No_telp  Char  12    No telp pegawai  
B. Tabel SPDP  
  Nama Tabel  : T_SPDP  
 Fungsi  : Untuk menyimpan data SPDP  
Tabel IV.2 Tabel SPDP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_perkara  Char  11  PK  Kode perkara  
2  No_polisi  Char  30    Nomor polisi  
3  Tgl_penyidikan  Date      Tanggal penyidikan  
4  Kd_kesatuan  Integer  11    Kode kesatuan  
5  Melanggar pasal  Char  50    Melanggar   
6  Kd_pidana  Integer  11    Kode pidana  
7  Tgl_datang  Datetime      Tanggal datang  
8  Tgl_diterima  Datetime      Tanggal diterima  
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C. Tabel P-16  
  Nama Tabel  : P-16  
  Fungsi     : Untuk menyimpan data P-16  
Tabel IV.3 Tabel P-16 
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  No_Surat  Varchar  30    No surat  
2  Kd_Perkara  Char  11  FK  Kode perkara  
3  Kd_Pidana  Int  11    Kode pidana  
4  Tgl_dikeluarkan  Date      Tanggal dikeluarkan  
   
D. Tabel Pangkat  
Nama Tabel  : Pangkat  
     Fungsi    : Untuk menyimpan data pangkat pangkat   
Tabel IV.4 Tabel Pangkat  
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_pangkat  Integer  11  PK  Kode pangkat  
2  Jns_pangkat  Char  30    Jenis pangkat  
3  Nm_pangkat  Char  30    Nama pangkat  
  
E. Tabel Jabatan 
Nama Tabel  : Jabatan 
Fungsi            : Untuk menyimpan data jabatan  
                      Tabel IV.5 Tabel Jabatan 
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_Jabatan  Char  11  PK  Kode jabatan  
2  Nm_Jabatan Integer  30           Nama jabatan  
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F. Tabel P_16_Jaksa 
Nama Tabel       : P16 Jaksa 
Fungsi                : Untuk Menyimpan data P16 jaksa 
 Tabel IV.6 Tabel P_16_Jaksa  
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_Perkara  Char  11  PK  Kode perkara  
2  Kd_pegawai  Integer  11  FK  Kode pegawai  
  
G. Tabel P17  
  Nama Tabel  : P17  
  Fungsi   : Untuk menyimpan data P17  
  
Tabel IV.7 Tabel P-17 
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_P17  Integer  11  PK  Kode P17  
2  Kd_perkara  Char  11    Kode perkara  
3  No_Surat  Char  4    No surat  
4  Kd_pidana  Integer  11    Kode pidana  
5  Tgl_dikeluarkan  Datetime      Tanggal dikeluarkan  
  
H. Tabel BB  
Nama Tabel  : Kd_BB  
     Fungsi    : Untuk menyimpan data BB   
Tabel IV.8 Tabel BB 
 
 
 
 
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_BB  Int  11  PK  Kode BB  
2  Kd_Perkara  Char  11    Kode perkara  
3  Tgl  Date      Tanggal   
67 
 
I. Tabel P 18 
Nama  : P 18 
Fungsi : Untuk Menyimpan data P 18 
                                Tabel IV.9 Tabel P 18         
 
  
J. Tabel P 19 
            Nama Tabel    : P19  
            Fungsi             : untuk menyimpan data P19 
 
 
                                           Tabel IV.10 Tabel P19 
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_P19  Integer  11  PK  Kode P19  
2  Kd_perkara  Char  11  FK  Kode perkara  
3  No_Surat  Char  4    No surat  
4  Kd_pidana  Integer  11    Kode pidana  
5  Tgl_dikeluarkan  Datetime      Tanggal dikeluarkan  
6  Path file  Char  50    Penyimpanan file  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No  Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_P18 Integer  11  PK  Kode P19  
2  Kd_perkara  Char  11  FK  Kode perkara  
3  No_Surat  Char  4    No surat  
4  Kd_pidana  Integer  11    Kode pidana  
5  Tgl_dikeluarkan  Datetime      Tanggal dikeluarkan  
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L.Tabel P20  
Nama Tabel  : P20  
Fungsi                 : untuk menyimpan data P20 
Tabel IV.11 Tabel P20 
 
 Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_P20  Integer  11  PK  Kode P20  
2  Kd_perkara  Char  11    Kode perkara  
3  No_Surat  Char  4    No surat  
4  Kd_pidana  Integer  11    Kode pidana  
5  Tgl_dikeluarkan  Datetime      Tanggal dikeluarkan  
      
: untuk menyimpan data P20   
 
L.Tabel P21  
Nama Tabel  : P21  
Fungsi    
 
: untuk menyimpan data P21  
Tabel IV.12 Tabel P21 
 
I. Rancangan Interface / Antarmuka  
Input dan output diperlukan ada karena bahan dasar dalam pengolahan 
informasi, yang masuk ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi informasi 
atau jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu dalam bentuk 
basis data. 
 Field  Tipe Data  Length  Const.  Keterangan  
1  Kd_P21  Integer  11  PK  Kode P21 
2  Kd_perkara  Char  11    Kode perkara  
3  No_Surat  Char  4    No surat  
4  Kd_pidana  Integer  11    Kode pidana  
5  Tgl_dikeluarkan  Datetime      Tanggal dikeluarkan  
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Berikut ini adalah interface rancangan input dan output dari perancangan 
aplikasi sistem administrasi elektronik pada tindak pidana khusus kejati sul-sel: 
1. Rancangan Form Login 
Logo
User
Password
Masuk Keluar
 
Gambar IV. 18. Halaman Login 
2. Rancangan Form Utama 
Logo
Penyelidikan Pra Penuntutan Penuntutan
Data login
Pengumuman
Profile
Keluar 
Master 
Form Utama
 
Gambar IV. 19. Halaman Utama 
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3. Rancangan semua  form Tambahan 
menu
Tambah Hapus Cetak Keluar
List Data Inputan
Pencarian
Gambar IV. 20. Form Tambahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
 
 
 
 
              70 
BAB V 
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi 
Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan berdasarkan 
hasil analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan 
perangkat lunak pada keadaaan yang sesungguhnya. 
1. Interface Halaman Login 
Menu Login digunakan untuk para user yang akan masuk ke form masing-
masing. User tersebut yaitu , Kasipidsus, Sekretariat, Jaksa, Admin, dan Pratut. 
 
Gambar V.1 Form Login 
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2. Interface Halaman Beranda  
Menu beranda menampilkan semua menu utama dalam penanganan perkara 
seperti data login, pengumuman, Profile, Pra penyelidikan, Pra Penuntutan, 
Penuntutan, dan Master 
 
            Gambar V. 2. Halaman Beranda 
 
3. Interface Halaman Penerimaan Laporan 
Di halaman ini pihak sekretariat menerima dan memasukkan data ke 
sisitem tentang adanya laporan tindak pidana. 
 
      Gambar V. 3. Halaman Penerimaan laporan 
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4. Interface halaman cetak surat  penerimaan laporan  
 
Gambar V. 4 cetak surat penerimaan laporan 
5. Interface Halaman Penyelidikan  
Di halaman Ini dibagian sekretariat akan mengisi data-data yang dibutuhkan 
untuk penyelidikan. Setelah itu sekretariat akan mencetak laporan dan meneruskan 
ke Kasipidsus. 
 
Gambar V. 5.form Penyelidikan  
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6. Interface halaman cetak surat perintah penyelidikan 
 
Gambar V. 6.cetak surat Penyelidikan  
7. Halaman Surat Perintah Diadakan Penyidikan (SPDP) 
Di bagian ini sekretariat memasukkan, dan mencetak surat perintah diadakan 
penyidikan (SPDP). 
 
Gambar V. 7. Halaman SPDP 
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8. Interface Cetak Surat Perintah Penyidikan 
 
Gambar V. 8. Halaman Cetak SPDP 
9. Interface Halaman Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) 
Surat Penghentian Penyidikan di adakan apabila berkas berkas serta barang 
bukti tidak mencukupi untuk di adakannya penyidikan. 
 
Gambar V. 9. Halaman Input SP3  
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10. Interface Halaman Cetak SP3 
Gambar V. 10. Halaman cetak  SP3 
11. Interface Halaman Berkas Perkara 
Di Halaman ini Pihak jaksa akan menerima berkas berkas perkara dari penyidik 
dan memasukkan ke sistem. 
 
Gambar V. 11. Halaman berkas perkara 
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12. Interface Halaman Perpanjangan Penahanan (T4) 
Di halaman ini  pihak jaksa akan menginput data data perpanjangan 
penahanan apabila saat penyidikan di butuhkan perpanjangan penahanan. 
 
Gambar V. 12. Halaman T-4 
 
13. Interface Cetak Surat Perpanjangan penahanan (T-4) 
 
Gambar V. 13. Halaman cetak T-4 
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14. Interface halaman surat penunjukan jaksa penuntut umum (P-16). 
Di halaman ini pihak sekretariat memungkinkan menginput data dan menunjuk 
jaksa penuntut umum sebagai surat keputusan untuk mengikuti perkebangan 
penyidikan. 
Gambar V. 14. Halaman P-16 
15. Interface cetak P-16 
 
Gambar V. 15. Halaman cetak P-16 
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16. Interface Halaman daftar berkas perkara di penyidik (P-20) 
Di halaman ini  pihak penuntut memungkinkan mengisi data seperti sifat surat, 
nomor berkas perkara, nama tersangka, jenis pelanggaran, dan kepada siapa di 
tembuskan. 
Gambar V. 16. Halaman P-20 
17. Interface Halaman Laporan Pelimpahan Perkara (P-35) 
Di halaman ini pihak sekretariat memasukkan data-data seperti nama 
terdakwa, melanggar pasal apa, asal kejaksaan, tanggal di mulainya perkara, nomor 
SPDP, keadaan kasus, seta tembusan Laporan perkara. 
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Gambar V. 17. Halaman P-35 
18. Interface Halaman Laporan Hasil Persidangan 
Di halaman ini pihak admin mengisi data-data seperti nama hakim yang 
menangani, nama penuntut umum, penasehat hukum, proses jalannya sidang, jumlah 
pengunjung, serta tembusan, 
 
Gambar V. 18. Halaman P-39 
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19. Interface cetak laporan hasil persidangan 
 
Gambar V. 19. Cetak  P-39 
20. Interface Halaman Data Jaksa 
Di halaman ini pihak admin akan memasukkan data-data jaksa ke sistem 
untuk di simpan ke data base agar saat di adakan penyelidikan, penyidikan serta 
pelimpahan perkara memiliki bebreapa pilihan jaksa.  
 
Gambar V. 20. Form jaksa 
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21. Interface Halaman Data Rutan 
Di halaman ini pihak admin dapat mamasukkan data-data rutan yang 
berada di sulawesi selatan untuk mengetahui dimana para terdakwa di 
narapidanakan.  
 
Gambar V. 21. Form data rutan 
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B. Hasil Pengujian Sistem 
Berikut ini hasil pengujian sistem menggunakan metode black box berdasarkan 
pada blok pengujian sistem: 
1. Pengujian Login 
Tabel V. 1. Pengujian form Login 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Username dan password 
terisi salah 
Akan menampilkan informasi 
“Maaf,, Login anda gagal 
Username dan Password yang 
anda input tidak sesuai” 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Username dan Password 
kosong 
Akan menampilkan informasi 
bahwa username atau 
password kosong 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
 
Username dan Password 
terisi dengan benar 
Akan menampilkan halaman 
sesuai dengan user yang login 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
 
2. Pengujian form penerimaan laporan 
Tabel V. 2. Pengujian Penerimaan laporan 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Tambah data terlapor Akan menampilkan informasi 
bahwa field masih ada yang 
kosong 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Tambah data barang 
semua field terisi 
Akan menampilkan infromasi 
bahwa data berhasil tersimpan 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak surat Penerimaan 
laporan 
Akan menampilkan halaman 
terlapor 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
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3. Pengujian halaman penyelidikan 
Tabel V. 3. Pengujian form Penyelidikan 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Mengisi data-
penyelidikan 
Akan tersimpan ke database dan 
terliahat di field list 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus data yang di 
kehendaki 
Akan menampilkan konfirmasi 
“yakin ingin menghapus data” 
yes / no 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mencetak surat 
penyelidikan 
Akan menampilkan informasi 
bahwa berhasil disimpan 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
 
4. Pengujian Halaman SPDP 
Tabel V. 4. Pengujian form SPDP 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  SPDP Akan menampilkan seluruh 
data SPDP 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi SPDP Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak SPDP Akan menampilkan halaman 
cetak SPDP 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data SPDP Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
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5. Pengujian Halaman SP3 
 Tabel V. 5. Pengujian form SP3 
 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  SP3 Akan menampilkan seluruh 
data SP3 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi SP3 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak SP3 Akan menampilkan halaman 
cetak SP3 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data SP3 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
 
6. Pengujian Halaman berkas perkara 
Tabel V. 6. Pengujian form berkas perkara 
 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  
perkara 
Akan menampilkan seluruh 
data-data perkara 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi data perkara Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak laporan berkas 
perkara 
Akan menampilkan halaman 
cetak berkas perkara 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data berkas 
perkara 
Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
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7. Pengujian Halaman penerimaan berkas berkas perkara 
Tabel V. 7. Pengujian form penerimaan berkas perkara 
 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  SPDP Akan menampilkan seluruh data 
SPDP 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi SPDP Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak SPDP Akan menampilkan halaman 
cetak SPDP 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data SPDP Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
 
8. Pengujian halaman dokumen perpanjangan penahanan (T-4) 
Tabel V. 8. Pengujian form T-4 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  T-4 Akan menampilkan seluruh 
data T-4 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi T-4 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak T-4 Akan menampilkan halaman 
cetak T-4 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data T-4 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
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9. Pengujian halaman surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16) 
Tabel V. 9. Pengujian form P-16 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  P-16 Akan menampilkan seluruh 
data P-16 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-16 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-16 Akan menampilkan halaman 
cetak P-16 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-16 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
 
10. Pengujian halaman permintaan perkembangan hasil penyidikan (P-22) 
Tabel V. 10. Pengujian form P-22 
 
 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  P-22 Akan menampilkan seluruh 
data P-22 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-22 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-22 Akan menampilkan halaman 
cetak P-22 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-22 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
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11. Pengujian halaman hasil penyidikan belum lengkap (P-18) 
Tabel V. 11. Pengujian form P-18 
 
12. Pengujian halaman pengembalian berkas perkara untuk di lengkapi (P-19) 
Tabel V.12. Pengujian form P-19 
 
 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  P-18 Akan menampilkan seluruh data 
T-4 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-18 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-18 Akan menampilkan halaman 
cetak P-18 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-18 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  P-19 Akan menampilkan seluruh data 
P-19 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-19 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-19 Akan menampilkan halaman 
cetak P-19 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-19 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
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13. Pengujian halaman hasil penyidikaan sudah lengkap (P-21-A) 
Tabel V. 13. Pengujian form P-21-A 
 
14. Pengujian halaman permintaan perkembangan hasil penyidikan (P-20) 
Tabel V. 14. Pengujian form P-20 
 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list         
P-21-A 
Akan menampilkan seluruh 
data P-21-A 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-21-A Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-21-A Akan menampilkan halaman 
cetak P-21-A 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-21-A Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  P-20 Akan menampilkan seluruh 
data P-20 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-20 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-20 Akan menampilkan halaman 
cetak P-20 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-20 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
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15. Pengujian halaman pelimpahan perkara (P-15) 
16. Tabel V. 15. Pengujian form P-15 
 
17. Pengujian halaman hasil persidangan (P-39) 
18. Tabel V. 16. Pengujian form P-39 
 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  P-15 Akan menampilkan seluruh 
data P-15 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-15 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-15 Akan menampilkan halaman 
cetak P-15 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-15 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  P-39 Akan menampilkan seluruh 
data P-39 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-39 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-39 Akan menampilkan halaman 
cetak P-39 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-39 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
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19. Pengujian halaman rencana tuntutan pidana (P-41) 
20. Tabel V. 17. Pengujian form P-41 
 
21. Pengujian halaman putusan pengadilan (P-45) 
Tabel V. 18. Pengujian form P-45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  P-41 Akan menampilkan seluruh 
data P-41 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-41 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-41 Akan menampilkan halaman 
cetak P-41 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-41 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Data Masukan Yang diharapkan Status 
Menampilkan list  P-45 Akan menampilkan seluruh 
data P-45 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Mengisi P-45 Akan memasukan ke data base [√] Sukses 
[  ] Gagal 
Cetak P-45 Akan menampilkan halaman 
cetak P-45 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
Menghapus Data P-45 Akan menampilkan data 
konfirmasi penghapusan data. 
[√] Sukses 
[  ] Gagal 
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22. Pengujian Kelayakan Aplikasi 
Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahuai respon pengguna 
terhadap aplikasi yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisioner. 
Teknik kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sejumlah 
pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yaitu penulis ke sekretaris 
kasipidsus kejati sul-sel.  
Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai 
berikut: 
a. Kemudahan dalam penggunaan aplikasi 
b.  Ketertarikan pengguna terhadap aplikasi 
c. Funsionalitas aplikasi 
d. Kemanfaatan aplikasi 
e. Rekomendasi pengguna 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan 
mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada 
indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala ordinal pada item-item 
pertanyaan, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut ini 
adalah hasil kuisioner yang dibagikan kepada 25 responden dengan 20 pertanyaan yang 
berhubungan dengan indikator kelayakan aplikasi. 
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Adapun ringkasan yang dapat diambil dari hasil kuesioner diatas adalah : 
Tabel V. 19. Pengujian Kelayakan Aplikasi 
Soal Pilihan Jawaban Jumlah Pilihan Persentasi 
Apakah dikantor 
ini menggunakan sistem 
administrasi elektronik? 
Ya 
 
Tidak 
0 
 
25 
0% 
 
100  % 
Bagaimana menurut 
anda dengan adanya 
sistem adminstrasi 
elektronik ini? 
 
Sangat membantu  
 
Membantu 
 
 
Biasa saja 
10 
 
12 
 
 
3 
40 % 
 
48 % 
 
 
42 % 
Apakah sistem 
adminstrasi elektronik 
ini mudah digunakan? 
 
Ya 
 
Tidak 
21 
 
4 
71 % 
 
29  % 
Apakah fitur-fitur 
Sistem Adminstrasi 
Elektronik ini  sudah 
berjalan dengan baik? 
Ya 
 
Tidak 
21 
 
0 
71 % 
 
0  % 
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Bermanfaatkah 
informasi yang terdapat 
pada sistem 
administrasi ini? 
Sangat bermanfaat  
Bermanfaat 
 
Kurang  
14 
7 
 
4 
65 % 
20 % 
 
15 % 
Apa anda merekomenda
sikan sistem ini untuk 
digunakan? 
Ya 
 
Tidak 
25 
 
           0 
100 % 
 
0% 
1) Sekitar 80% responden menyatakan bahwa belum pernah menggunakan sistem 
adminstrasi elektronik untuk melukan pekerjaan rutinitas penanganan perkara, 
sementara setelah mengetahui adanya aplikasi ini sekitar 40% menyatakan 
sangat membantu, 48% membantu, dan 12% menyatakan biasa saja.  
2) Penilaian responden tentang penggunaan sistem adminstrasi ini mudah 
digunakan menurut 77% responden karena fitur didalamnya berfungsi dengan 
baik.  
3) Aplikasi ini sangat bermanfaat dan diperlukan untuk membantu pencarian 
berkas perkara, penginputan data perkara, pencetakan setiap laporan. Untuk 
mempermudah para pegawai yang ada di kejati khususnya di bagian pidana 
khusus dan menurut 65% responden sehingga 100% responden menyatakan 
bahwa aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk digunakan. 
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BAB VI 
P E N U T U P 
A. Kesimpulan 
Setelah di lakukan evaluasi maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Sistem adminstrasi ini dapat memudahkan dan mempercepat proses 
penanganan perkara yang ada di Kejati Sul-Sel . 
2. Bermanfaat bagi kasipidsus Karena dapat memantau proses penanganan 
setiap perkara. 
3. Sistem adminstrasi elektronik ini dapat memberikan laporan kepada 
kasipidsus yakni jumlah perkara dan kinerja setiap jaksa 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, apabila ada yang berminat 
untuk mengembangkan sistem adminstrasi elektronik  dalam penelitian ini, maka 
disarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menambahkan fitur notifikasi lewat mobile agar Kasipidsus, Jaksa, dan 
jaksa penuntut umum dapat mengetahui setiap laporn yang masuk dengan 
lebih cepat 
2. Sistem admistrasi elektronik ini hanya fokus pada penanganan perkara di 
Tindak Pidana Khusus saja. dan dapat di kembangkan ke bagian Pidana 
Umum (pidum), Intelegen, Perdata, dan tata usaha negara (datun).  
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